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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara 

norma perlindungan anak dan praktik peradilan dalam perkara 

pengangkatan anak oleh pemohon pra-lansia, sebagaimana 

tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura 

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp. Permasalahan yang dikaji 

meliputi upaya hakim menilai kepentingan terbaik anak pada 

aspek psikologis dan ekonomi, serta analisis teori keadilan 

terhadap upaya tersebut. Penelitian menggunakan metode 

yuridis-empiris melalui studi dokumen dan wawancara dengan 

hakim serta masyarakat lokal Bali. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penilaian hakim masih terbatas pada 

instrumen non-klinis tanpa asesmen ahli, penilaian ekonomi 

bersifat sesaat tanpa proyeksi jangka panjang, dan anak belum 

memiliki representasi independen dalam persidangan 

sebagaimana dituntut oleh teori keadilan John Rawls. 

Diperlukan pembaruan regulasi yang mewajibkan asesmen 

psikologis profesional, proyeksi ekonomi jangka panjang, dan 

representasi independen bagi anak. 

 

Kata Kunci: kepentingan terbaik anak, pengangkatan anak, 

pra-lansia, upaya hakim, teori keadilan. 
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ABSTRACT 

This study departs from the gap between child-

protection norms and judicial practice in adoption cases filed 

by pre-elderly applicants, as reflected in the Semarapura 

District Court Determination Number 80/Pdt.P/2024/PN Srp. 

The issues examined include the judge’s efforts to assess the 

best interests of the child on the psychological and economic 

aspects, and an analysis of justice theory toward those efforts. 

This study uses a juridical-empirical method through 

document study and interviews with the judge and the local 

Balinese community. The results show that the judge’s 

assessment remains limited to non-clinical instruments 

without expert assessment, the economic assessment is 

momentary without long-term projection, and the child lacks 

independent representation in the proceedings as required by 

John Rawls’ theory of justice. Regulatory reform is needed to 

require professional psychological assessment, long-term 

economic projection, and independent representation for the 

child. 

 

Keywords: best interests of the child, adoption, pre-elderly, 

judicial efforts, theory of justice. 
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MOTTO 

 

“Di balik setiap akhir yang bahagia, ada jiwa yang menolak 

untuk menyerah dan tangan-tangan tulus yang selalu 

mendekap dalam doa serta dukungan hangat.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pengangkatan anak merupakan salah satu instrumen hukum 

yang bertujuan untuk memberikan anak yang 

membutuhkan keluarga pengasuh yang layak, serta 

memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya. 

Hal ini tidak hanya melibatkan upaya pencarian orang tua 

pengganti bagi anak, tetapi juga mencakup aspirasi calon 

orang tua untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan 

dalam rumah tangga mereka.1 Dalam hal ini, pengadilan 

memegang peranan penting dalam menentukan apakah 

pengangkatan anak tersebut benar-benar sesuai dengan 

kepentingan terbaik anak dan juga memenuhi aspirasi bagi 

calon orang tua. Pengangkatan anak tidak hanya terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi anak, 

tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis dan 

emosional anak yang harus diberikan oleh keluarga angkat.2 

 
1 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, 

Bandung: Tarsiro (2012), hlm. 5 

2 M Paputungana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan 

Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif,” 

Widyapranata Law Review, 5(2) (2024): 150–60.  
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Dalam konteks hukum, hakim memiliki peran 

utama dalam mengabungkan berbagai kepentingan yang 

terlibat, terutama dalam menetapkan dan menerapkan asas 

kepentingan terbaik anak (the best interests of the child). 

Asas ini, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai 

instrumen hukum nasional dan internasional yang 

seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap 

keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses 

pengangkatan anak. Namun, dalam penerapan asas 

kepentingan terbaik anak, pengadilan dihadapkan pada 

berbagai tantangan, terutama terkait dengan perbedaan 

kondisi antara keluarga kandung dan keluarga angkat.3  

Uraian bahwa anak merupakan amanah Tuhan dan 

individu yang memiliki hak asasi fundamental, meliputi hak 

untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan, 

merupakan landasan normatif yang tidak dapat diganggu 

gugat.4 Hak-hak ini secara eksplisit dijamin oleh konstitusi 

dan diperkuat melalui instrumen hukum nasional seperti 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

 
3 Sari, D. P. (2021). "Tantangan dalam Penerapan Prinsip 

Kepentingan Anak dalam Proses Pengangkatan Wali". Jurnal Perlindungan 

Anak, 5(1), 45-60. 

4 Burhanuddin. “The Adopted Children from An Islamic Legal 

Perspective: Policies and Challenges.” SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga 

Islam 4(2) (2024): 35–51. 
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Perlindungan Anak, serta instrumen internasional, yaitu 

Konvensi Hak Anak. Dalam setiap keputusan yang 

berkaitan dengan anak, termasuk pengangkatan anak, asas 

"Kepentingan Terbaik bagi Anak" (The Best Interests of the 

Child) wajib menjadi pertimbangan utama. Asas ini 

mengindikasikan bahwa seluruh proses pengangkatan anak 

harus berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh bagi 

anak, bukan sekadar memenuhi keinginan orang tua 

angkat.5 

Secara teori, praktik pengangkatan anak seharusnya 

bergeser dari paradigma "mencarikan anak untuk orang tua" 

menjadi "mencarikan orang tua yang tepat untuk anak", 

paradigma ini menekankan bahwa tujuan pengangkatan 

anak bukan semata-mata untuk melanjutkan keturunan atau 

memenuhi kebutuhan psikologis orang tua, melainkan 

untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan yang 

suportif dan kondusif bagi tumbuh kembangnya, akan tetapi 

pada faktanya calon orang tua juga memiliki aspirasi yang 

bertujuan untuj menjaga keharmonisan rumah tangga.6 

 
5 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan 

Perempuan”, Bandung: PT Refika Aditama, 2014 

6 Evie Sompie, “Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya 

Perlindungan Aanak”, Jurnal Lex et Societatis, 5(2) (2017) 
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Oleh karena itu, penilaian kelayakan calon orang tua 

angkat harus dilakukan secara komprehensif dan adil. 

Asesmen ini tidak hanya berfokus pada kemampuan 

finansial sesaat, tetapi juga mencakup aspek stabilitas 

emosional, kapasitas ekonomi jangka panjang, serta 

kesiapan psikologis dan keterampilan pengasuhan 

(parenting skill) yang memadai.7 Penilaian menyeluruh 

semacam ini krusial untuk mencegah terjadinya 

pengangkatan anak yang tidak bertanggung jawab dan 

berpotensi merugikan anak di kemudian hari.8 

Namun, realitas empiris seringkali menunjukkan 

adanya kesenjangan antara idealisme normatif dan teoretis 

dengan praktik di lapangan seperti dalam Penetapan 

Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN 

Srp, hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak 

pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak sejak 

menikah pada tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam 

penetapan tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada 

kemampuan ekonomi orang tua angkat saat ini, serta 

validitas upacara adat Paperasan dan persetujuan Banjar, 

 
7 Pratiwi, A. (2020). Peran Lingkungan Sosial dalam Pemulihan 

Psikologis Anak: Studi Kasus pada Anak yang Mengalami Trauma. Jurnal 

Psikologi Anak dan Remaja, 8(2), 123-135. 

8 Rusmil Sutadi, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia (Adopsi), 

Sinar Grafika, 2008. 
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hal ini sesuai dengan praktik masyarakat hukum adat Bali,9 

namun jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak 

nasional, pertimbangan ini belum mencakup aspek 

kesehatan fisik dan rohani calon orang tua angkat yang 

hanya didasarkan pada keterangan saksi tanpa didukung 

asesmen komprehensif dari ahli, seperti psikolog atau 

dokter dan dampak ekonomi jangka panjang dengan 

menyertakan bukti materiil dari sang orang tua angkat.10 

Berdasarkan norma dan realitas diatas, terlihat 

adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma 

hukum yang menghendaki penilaian komprehensif dengan 

praktik peradilan yang masih terbatas pada aspek formal 

dan administratif. Gap utama dalam penelitian ini terletak 

pada belum adanya standar atau parameter yang jelas, 

terukur, dan operasional dalam menilai kepentingan terbaik 

anak dalam proses pengangkatan anak. Akibatnya, 

penerapan asas tersebut sangat bergantung pada 

subjektivitas hakim dan kondisi kasus per kasus, tanpa 

adanya pedoman yang baku dan berbasis multidisiplin. 

 
9 Windia, Wayan P. (2016). Hukum Adat Bali: Awig-awig, Dresta, 

dan Loka Dresta. Denpasar: Udayana University Press. 

10 Rachmawati, A. (2020). Pengaruh Status Ekonomi dan 

Pendidikan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak: Tinjauan dari 

Perspektif Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45-

60. 
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Selain itu, terdapat kekosongan dalam hal integrasi antara 

pendekatan hukum dengan pendekatan psikologis dan 

sosial dalam proses pembuktian di pengadilan. Padahal, 

kepentingan terbaik anak merupakan konsep yang bersifat 

multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek 

hukum semata. Ketiadaan mekanisme asesmen profesional 

yang terstruktur dalam praktik peradilan menunjukkan 

bahwa perlindungan anak dalam konteks pengangkatan 

anak belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan 

sistematis. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan 

bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam 

penetapan pengangkatan anak benar-benar terlaksana 

secara optimal dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai 

prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam memperkuat pertimbangan hakim agar 

lebih berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak 

secara menyeluruh. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mangangkat judul skripsi “Penerapan Asas ‘Kepentingan 

Terbaik Anak’ Sebagai Pertimbangan Utama Hakim Dalam 
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Penetapan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri 

Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hakim dalam mencari asas 

kepentingan terbaik anak dalam pembuktian perkara 

Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 

80/Pdt.P/2025/PN Srp pada aspek psikologi dan 

ekonomi? 

2. Bagaimana anailisis teori keadilan terhadap upaya 

hakim dalam menentukan asas kepentingan terbaik 

anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura 

Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji upaya hakim dalam mencari asas 

kepentingan terbaik anak dalam pembuktian perkara 

Penerapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 

80/Pdt.P/2025/PN Srp pada aspek psikologi dan 

ekonomi. 
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b. Untuk menganalisis teori keadilan terhadap upaya 

hakim dalam menentukan asas kepentingan terbaik 

anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri 

Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam ranah Hukum pengangkatan anak 

dan Keadilan, dengan memperkaya literatur 

mengenai interpretasi prinsip “The Best Interests of 

the Child” atau asas ‘kepentingan terbaik anak’ yang 

tidak hanya dimaknai dari aspek ekonomi sesaat, 

melainkan harus mencakup stabilitas psikologis dan 

proyeksi keberlanjutan masa depan anak. Temuan 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pemahaman tentang penerapan asas kepentingan 

terbaik anak dalam praktik pengadilan di Indonesia, 

serta menyumbang pada pengembangan teori 

mengenai pengangkatan anak di sistem hukum 

Indonesia. 
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b. Manfaaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan 

konstruktif bagi lembaga peradilan, khususnya 

hakim, agar dalam menyusun pertimbangan hukum 

(ratio decidendi) pengangkatan anak dapat 

menerapkan penilaian yang lebih komprehensif 

dengan mewajibkan asesmen psikologis dan 

kesehatan jangka panjang serta jaminan ekonomi 

bagi masa depan anak, bukan sekadar bersandar pada 

kemampuan finansial atau validitas upacara adat 

semata. Di sisi lain, penelitian ini juga bermanfaat 

bagi pemerintah (Dinas Sosial) sebagai dasar 

evaluasi untuk memperketat standar operasional 

prosedur rekomendasi pengangkatan anak, serta 

memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas 

mengenai esensi pengangkatan anak yang harus 

berorientasi penuh pada kesejahteraan dan 

perlindungan anak, bukan sekadar untuk tujuan 

penerusan keturunan. 

D. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Rahel 

Putri Darma Manurung dari Universitas HKBP 

Nommensen Medan pada tahun 2025 dengan judul 

“Penerapan Prinsip Kepentingan Anak Dalam Proses 
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Pengangkatan Wali Bagi Anak Dibawah Umur Menurut 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.11 Persamaan yang 

ada dengan penelitian yang ditulis oleh Rahel Putri Darma 

Manurung yakni berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 dan prinsip The Best Interest of the Child 

sebagai analisis utama untuk menyoroti dari sisi anak akan 

tetapi perbedaan fundamental dalam objek dan kedalaman 

kajiannya penelitian Rahel berfokus pada perwalian 

(guardianship) secara normatif-umum berdasarkan 

KUHPerdata dengan menyoroti hambatan prosedural, 

sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan melalui 

studi kasus empiris terhadap pengangkatan anak dalam 

Penetapan PN Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp 

yang secara spesifik menguji benturan antara teori 

pembuktian dan kemampuan ekonomi sesaat dengan 

kebutuhan psikologis serta jaminan kesejahteraan jangka 

panjang anak yang sering terabaikan oleh hakim. 

Kedua, Penelitian ini berupa thesis yang ditulis oleh 

Rosalinda Elsina Latumahina dari Universitas Airlangga 

tahun 2019 dengan judul “Prinsip Kepentingan Terbaik 

Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar 

 
11 Rahel Putri Darma Manurung, “Penerapan Prinsip Kepentingan 

Anak Dalam Proses Pengangkatan Wali Bagi Anak Dibawah Umur 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Disertasi Doktor 

Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025. 
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Nikah”.12 Persamaan yang ada dengan penelitian yang 

ditulis oleh Rosalinda Elsina Latumahina yakni sama-sama 

menjadikan prinsip The Best Interest of the Child sebagai 

landasan analisis utama, terdapat perbedaan diametral pada 

objek hukum yang dikaji, penelitian terdahulu berfokus 

pada pemenuhan hak keperdataan (status, nasab, dan waris) 

bagi anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 untuk menghapus diskriminasi, sedangkan 

penelitian ini secara spesifik menelaah penetapan 

pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Pengadilan 

Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, dengan 

kebaruan analisis pada pengujian kualitas pertimbangan 

hakim yang seringkali mengabaikan asesmen psikologis 

dan ekonomi sesaat demi memenuhi formalitas adat semata. 

Ketiga, penelitian terdahulu berupa jurnal yang 

ditulis oleh Rizqiputri dan Sofyana dengan judul 

“Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi 

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Bertentangan 

Dengan Hukum”, persamaan dengan yang ditulis peneliti 

Rizqiputri dan Sofyana yakni tentang inkonsistensi 

pertimbangan hakim dalam penerapan asas kepentingan 

terbaik bagi anak menunjukkan bahwa meskipun asas ini 

 
12 Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi 

Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah”, Disertasi Universitas 

Airlangga, 2019. 
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tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

dalam praktiknya banyak keputusan hakim yang belum 

sepenuhnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan 

sosial anak, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada 

pengujian terhadap ketimpangan pertimbangan hakim yang 

cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi 

sesaat sebagai tolok ukur kepentingan terbaik anak 

sedangkan dalam peneliti terdahulu mengenai Putusan 

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil hakim cenderung 

lebih mengutamakan bentuk pemidanaan yang keras, 

seperti hukuman penjara, meskipun keputusan tersebut 

berpotensi merugikan perkembangan anak yang 

terdakwa.13 

Keempat, penelitian oleh Paputungana (2024) 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam 

Perspektif Normatif” menjelaskan bahwa pengangkatan 

anak yang sah hanya dapat dilakukan melalui prosedur 

hukum yang melibatkan pengadilan. Penelitian 

Paputungana menekankan pentingnya penetapan 

pengadilan demi status legal anak, sedangkan penelitian ini 

 
13 Rizqiputri, A., & Sofyana, M. I. “Inkonsistensi Pertimbangan 

Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang 

Bertentangan Dengan Hukum.” JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 

12(4) (2024). 



13 

 

 

mengkritisi fakta bahwa meski sudah melalui jalur 

pengadilan dalam Penetapan PN Semarapura Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp, kepentingan terbaik anak tetap 

berisiko.14 

Kelima, penelitian oleh Pontoh et al. (2023) dengan 

judul “Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Pada 

Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum 

Perdata Di Indonesia” dalam penelitian mereka mengenai 

penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam hak waris 

anak angkat di Indonesia, Persamaan yan ada dengan 

penelitian yang ditulis oleh Pontoh et al yakni sama-sama 

mengungkapkan pentingnya prinsip the Best Interest of 

Child untuk memastikan perlindungan hukum anak dan 

bamyak aspek yang masih belum tercakup sepenuhnya 

dalam pengaturan hukum yang ada. Penelitian terdahulu ini 

menunjukkan bahwa meskipun anak angkat memperoleh 

hak asuh dari orang tua angkat, hak mereka untuk mewarisi 

harta orang tua angkat belum dijamin secara jelas dalam 

hukum perdata Indonesia.15 

 
14 Paputungana, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan 

Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif.” 

Widyapranata Law Review, 5(2) (2024). 

15 Pontoh, K. C., Obadja, S., & Kuntag, M. “Penerapan Prinsip the 

Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam 

Hukum Perdata Di Indonesia.” Jurnal Tana Mana 4(2) (2023). 
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Keenam, penelitian oleh Fakhria (2022) dengan 

judul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah 

Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh 

Anak” dalam penelitian tentang penerapan asas 

kepentingan terbaik anak dalam putusan hak asuh anak 

menekankan pentingnya ijtihad hakim dalam menentukan 

keputusan yang berkaitan dengan hak asuh anak di 

pengadilan agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sering kali 

terhambat oleh pandangan konservatif dalam hukum Islam 

yang mengabaikan kesejahteraan psikologis dan sosial 

anak. Fakhria menganalisis lima putusan pengadilan agama 

dan menemukan bahwa meskipun terdapat dua argumen 

yang digunakan oleh hakim, yaitu alasan hukum dan 

maslahah sosial, namun keputusan yang diambil tidak 

selalu mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.16 

Ketujuh, penelitian oleh Tanjung et Al., (2025), 

“Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui 

Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 

26/Pdt.P/2025/PNKds)”,17 penelitian ini ini bertujuan untuk 

 
16 Fakhria, S. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah 

Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” 

JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3(3) (2022). 

17 Rima Rahmayani Tanjung, Yadi Harahap, & Sukiati. (2025), 

“Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan 
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menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 

26/Pdt.P/2025/PN Kds terkait pengangkatan anak, dengan 

fokus pada penerapan hukum pengangkatan anak di 

Indonesia. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana 

pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest of the child) dalam konteks hukum 

positif dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap 

perlindungan anak. Penerapan doktrin the best interest of 

the child pada penelitian terdahulu terlihat jelas melalui 

pertimbangan hakim terhadap kesiapan calon orang tua 

angkat, stabilitas lingkungan keluarga, serta aspek 

psikologis anak, sedangkan penelitian ini justru mengkaji 

upaya pertimbangan hakim ypada Penetapan PN 

Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp yang masih 

belum sampai pada titik kepentingan terbaik anak 

ditentukan. 

E. Kerangka Teoretis 

1. Teori Pembuktian 

Teori pembuktian dalam perkara perdata, khususnya 

dalam permohonan penetapan pengangkatan anak, 

bertujuan untuk mencari kebenaran formil (formele 

 
(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)” Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4) (2025). 
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waarheid), namun dalam perkara yang melibatkan 

kepentingan anak, hakim seringkali dituntut untuk 

menggali lebih dalam guna memastikan perlindungan 

hak asasi anak. Pembuktian merupakan titik sentral 

dalam proses persidangan karena menjadi dasar bagi 

hakim untuk menyusun pertimbangan hukum (ratio 

decidendi) sebelum menjatuhkan putusan atau 

penetapan. Teori ini mengaitkan hakim hakim pada alat 

bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim harus 

mempertimbangkan kesesuaian alat bukti dengan dalil-

dalil yang diajukan oleh para pihak. Jika alat bukti 

yang diajukan telah memenuhi syarat dan mendukung 

dalil salah satu pihak, hakim wajib memutuskan 

perkara tanpa memerlukan keyakinan pribadi.18 

Teori pembutian digunakan untuk menganalisis 

urgensi bukti materiil yang lebih menyeluruh, seperti 

asesmen profesional dari psikolog atau dokter. Dalam 

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp, hakim terlihat sangat 

menitikberatkan pada bukti kesaksian dan bukti terkait 

upacara adat (Paperasan). Teori pembuktian akan 

 
18 Ni Putu Riyani Kartika Sari, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma 

Dewi, “EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK 

BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”, 

Jurnal Akses, 12(2) (2020): 71-166. 
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digunakan untuk menilai apakah kesaksian saja cukup 

untuk menentukan aspek kesehatan rohani dan 

kesiapan psikologis serta menjamin ekonomi jangka 

panjang tanpa adanya dukungan alat bukti dari ahli dan 

bukti materiil yang sebagaimana diamanatkan dalam 

standar perlindungan anak yang komprehensif. 

2. Teori Keadilan (Justice Theory) 

Teori Keadilan, yang dikembangkan oleh John Rawls, 

mengusung prinsip-prinsip keadilan yang berfokus 

pada pembagian hak dan kewajiban secara merata antar 

individu. Dalam konteks hak asuh anak, teori ini 

mengusung gagasan bahwa keputusan hukum harus 

mengedepankan kesejahteraan anak, sebagai individu 

yang rentan, dan bukan semata-mata berdasarkan hak 

orang tua. John Rawls mengemukakan dua prinsip 

dasar dalam teori keadilannya, yaitu prinsip kebebasan 

dan prinsip perbedaan.19 Prinsip kebebasan 

menegaskan bahwa setiap individu berhak atas 

kebebasan yang setara dalam kondisi yang adil, 

 
19 Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & 

Machmud, A. “John Rawls’ Theory of Justice and Its Relevance in the 

Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary 

Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi 

Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer.” Al Hairy| 

Journal of Islamic Law 1(1) (2025): 25–36. 
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sementara prinsip perbedaan menyatakan bahwa 

ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan atau sumber 

daya hanya diperbolehkan jika ketidaksetaraan 

tersebut menguntungkan pihak yang paling dirugikan 

dalam masyarakat. Dalam hal hak asuh anak, prinsip 

perbedaan ini sangat relevan, karena anak-anak, 

sebagai individu yang belum dapat mengurus dirinya 

sendiri, memerlukan perlindungan ekstra dalam 

pengambilan keputusan hukum yang dapat 

memengaruhi kehidupan mereka,20 tetapi didalam 

kasus ini orang tua juga perlu diperhatikan, secara 

calon orang tua angkat bertujuan mengangkat anak 

demi menjaga keharmonisan di dalam ruamh tangga. 

Oleh karena itu, teori Keadilan juga mengajukan 

bahwa dalam membuat keputusan mengenai hak asuh 

anak, pengadilan tidak hanya melihat hak anak 

melainkan hak orang tua juga, serta 

mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan 

 
20 Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & 

Machmud, A. “John Rawls’ Theory of Justice and Its Relevance in the 

Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary 

Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi 

Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer.” Al Hairy| 

Journal of Islamic Law 1(1) (2025): 25–36. 
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kondisi yang lebih baik dan lebih aman bagi anak 

tersebut.21 

3. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection 

Theory) 

Teori Perlindungan Hukum, yang dikembangkan oleh 

Philipus M. Hadjon, merupakan dasar penting dalam 

pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum. Fokus 

utama teori ini adalah pada upaya negara dalam 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

individu,22 khususnya mereka yang paling rentan, 

seperti anak-anak. Dalam konteks hak asuh anak, teori 

ini menekankan perlunya sistem hukum untuk 

memastikan bahwa keputusan-keputusan yang 

melibatkan anak tidak hanya mempertimbangkan hak 

orang tua, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan 

kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang masih 

berkembang.23 

 
21 Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. 

A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan 

John Rawls. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial 

Humaniora, 3, (01). 

22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Indonesia, Surabaya Bina Ilmu (1987), hlm. 25. 

23 Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & 

Syarifuddin, D. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M 

Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap 



20 

 

 

Fitzgerald, ketika menjelaskan teori 

perlindungan hukum menurut Salmond, menyatakan 

bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan serta 

menyelaraskan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat. Dalam dinamika pertukaran kepentingan 

tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan 

hanya dapat diwujudkan dengan membatasi 

kepentingan pihak lain. Karena hukum berurusan 

dengan hak dan kepentingan manusia, maka hukum 

memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan 

kepentingan mana yang perlu diatur dan diberikan 

perlindungan. Perlindungan hukum sendiri muncul 

melalui ketentuan serta peraturan yang dibentuk oleh 

masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan hasil 

kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan 

antarindividu maupun antara warga dengan pemerintah 

sebagai pihak yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.24 

Perlindungan hukum merupakan pemaknaan 

fungsi hukum berupa memberikan kepastian, 

 
Pelaku Kejahatan Seksual.” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer 

Hukum Dan Masyarakat 2(01) (2024). 

24 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000), hlm. 53.  
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ketertiban, kemanfaatan, kedamaian dan keadilan. 

Salah satu bentuk fungsi tersebut bertujuan hanya ingin 

memberikan perlindungan terhadap semua masyarakat 

yang menjalankan hukum. Perlindungan memiliki 

batasan berupa hukum yang tentang regulasi yang 

mengatur manusia dalam bertindak.25  R. La Porta 

berpendapat bahwa bentuk dari perlindungan hukum 

yang diberikan negara mempunyai dua sifat, yaitu 

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman 

(sanction).26  Perlindungan hukum pada dasarnya 

merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, 

yaitu bagaimana hukum mampu mewujudkan keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian 

dalam masyarakat. Beberapa ahli memberikan 

pandangan mengenai konsep perlindungan hukum, 

antara lain:27 

1. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa 

perlindungan hukum merupakan upaya untuk 

 
25  Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Medan 

Area University Press, 2012), hlm. 5. 

26  R La Porta, F Lopez De Silanes dan A. Shleifer, “The Law And 

Economics Of Self Dealing,” I Journal Of Financial Economics 88, no. 3, 

(2008): 439.  

27 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 

(Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hlm. 10. 
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menjaga kepentingan seseorang melalui 

pemberian hak atau kewenangan tertentu, 

sehingga individu dapat bertindak demi 

melindungi kepentingannya sebagai bagian 

dari hak asasi manusia. 

2. Setiono berpendapat bahwa perlindungan 

hukum adalah serangkaian tindakan untuk 

melindungi masyarakat dari potensi 

kesewenang-wenangan penguasa yang 

bertentangan dengan hukum, guna 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga manusia dapat menikmati 

martabatnya secara utuh. 

3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan 

hukum merupakan aktivitas untuk menjaga 

individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai 

serta norma yang diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku, sehingga tercipta ketertiban dalam 

interaksi sosial antar sesama manusia. 

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa 

perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan 

kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, 

perlindungan hukum mencakup upaya melindungi 

warga (yang diperintah) dari tindakan pemerintah 

(yang memerintah). Sementara dalam konteks 
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kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum diarahkan 

untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi 

dari dominasi pihak yang lebih kuat, misalnya 

perlindungan terhadap pekerja dari tindakan 

pengusaha. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum merupakan suatu konsep yang dirancang untuk 

menjamin dan melindungi hak-hak individu maupun 

masyarakat secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa 

perlindungan hukum di Indonesia harus dipahami 

sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan 

martabat manusia yang berlandaskan prinsip negara 

hukum. Dalam pandangannya, istilah yang lebih tepat 

digunakan adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”, 

bukan semata-mata “perlindungan hukum bagi rakyat 

terhadap pemerintah”, karena perlindungan tersebut 

mencakup hubungan yang lebih luas dalam kehidupan 

bermasyarakat.28 

Perlindungan hukum tersebut meliputi upaya 

untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk 

pelanggaran, seperti kekerasan, diskriminasi, 

penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak 

 
28 Fransiska Novita Eleanora, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak 

dan Perempuan, 1 ed. (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 11. 
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asasi manusia. Dalam hal ini, kelompok minoritas 

seperti anak-anak memerlukan perhatian khusus 

karena mereka termasuk kelompok yang rentan 

terhadap berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. 

Oleh sebab itu, keberadaan perlindungan hukum 

menjadi sangat penting guna menjamin agar anak dapat 

hidup secara aman dan terlindungi. 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata 

ialah adanya lembaga penegak hukum seperti 

pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

(non-litigasi) lainnya. Arti perlindungan dalam hal ini 

bersifat prohibited (pencegahan) yang bermakna 

membuat peraturan, sedangkan arti perlindungan yang 

bersifat sanction (hukuman) bermakna menegakkan 

peraturan. Dalam konteks hukum merek, perlindungan 

hukum bertujuan untuk melindungi hak eksklusif 

pemilik merek yang telah terdaftar agar tidak 

disalahgunakan pihak lain, serta memberikan kepastian 

hukum atas penggunaan merek di ranah perdagangan. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah 

upaya untuk menjaga dan menjamin hak para subjek 

hukum melalui aturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan 
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dengan penerapan sanksi. Perlindungan hukum ini 

terbagi menjadi dua bentuk:29 

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu 

perlindungan yang diberikan pemerintah dengan 

tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk 

perlindungan ini tercermin dalam berbagai 

ketentuan perundang-undangan yang berfungsi 

memberikan batasan dan pedoman dalam 

melaksanakan suatu kewajiban, sehingga potensi 

pelanggaran dapat dihindari. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan 

yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, 

biasanya melalui penjatuhan sanksi seperti denda, 

hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya. 

Bentuk perlindungan ini diterapkan ketika 

sengketa atau pelanggaran sudah terjadi. 

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan 

anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) menyebutkan 

bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam 

kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan 

 
29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2008), 20. 
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terhadap anak telah dimulai sejak dalam kandungan 

hingga mencapai usia dewasa menurut hukum. Pasal 1 

angka (2) menegaskan bahwa perlindungan anak 

mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk 

menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. 

Perlindungan tersebut bertujuan agar anak dapat hidup 

dalam kondisi yang aman dan sehat, tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, 

mental, sosial, maupun psikologis, serta memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, dan pendidikan sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaannya. 

Pasal 14 angka (1) menegaskan bahwa setiap 

anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

selama tidak ada alasan yang sangat kuat atau alasan 

hukum yang sah yang mengharuskan pemisahan antara 

anak dan orang tuanya. Pemisahan tersebut hanya 

boleh dilakukan jika memang merupakan yang terbaik 

bagi anak dan berdasarkan pertimbangan hukum yang 

jelas dan sah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, 

yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum 
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yang berlaku sekaligus melihat implementasinya 

dalam praktik. Pendekatan yuridis dilakukan dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, serta putusan atau penetapan pengadilan yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas, khususnya 

terkait pengangkatan anak dan penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan 

melalui pengumpulan data lapangan dengan 

wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri yang 

memutus penetapan serta masyarakat lokal, guna 

mengetahui secara langsung bagaimana pertimbangan 

hakim dan praktik sosial dalam pengangkatan anak. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus 

pada analisis norma hukum (law in books), tetapi juga 

mengkaji penerapannya dalam praktik (law in action.30 

2. Pendekatan Penelitian 

 
30 Suyanto, S. H. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian 

Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press, 2023. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan 

sebagai landasan awal dalam penelitian ini untuk 

mengkaji norma hukum positif yang mengatur 

pengangkatan anak di Indonesia. Analisis 

difokuskan pada ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang 

menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan 

terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek 

fisik, mental, sosial, serta keberlanjutan 

kesejahteraan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk 

membangun kerangka normatif sebagai dasar dalam 

menilai praktik yang terjadi. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis 

secara mendalam pertimbangan hukum hakim 

dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura 

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp. Fokus kajian tidak 

hanya pada amar penetapan, tetapi juga pada 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

mengabulkan permohonan pengangkatan anak. 



29 

 

 

Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah 

bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan 

terbaik bagi anak, khususnya dalam menilai aspek 

kemampuan ekonomi, persetujuan orang tua 

kandung, serta keabsahan pengangkatan anak secara 

adat, serta sejauh mana pertimbangan tersebut 

mencerminkan penilaian yang komprehensif 

terhadap kesejahteraan anak. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual digunakan untuk 

membangun landasan teoritis dalam menganalisis 

penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. 

Pendekatan ini mengacu pada doktrin hukum dan 

pandangan para ahli, termasuk prinsip the best 

interests of the child yang bersumber dari Konvensi 

Hak Anak serta konsep psychological parenting 

(orang tua psikologis). Konsep-konsep ini 

digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa 

kelayakan orang tua angkat tidak hanya diukur dari 

aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan 

psikologis, stabilitas emosional, serta kemampuan 

memberikan lingkungan yang mendukung tumbuh 

kembang anak secara optimal. 
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d. Pendekatan Empiris (Empirical Approach) 

Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi 

analisis normatif dengan data lapangan. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan hakim 

Pengadilan Negeri yang memutus penetapan serta 

masyarakat lokal yang memahami praktik 

pengangkatan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana 

pertimbangan hakim dalam praktik serta bagaimana 

pengangkatan anak berlangsung di masyarakat, 

sehingga memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

melalui teknik wawancara. Adapun pihak yang 

menjadi sumber data primer adalah hakim 

Pengadilan Negeri yang memutus Penetapan Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp serta masyarakat lokal yang 

mengetahui praktik pengangkatan anak. Data ini 

digunakan untuk memperoleh informasi faktual 

mengenai pertimbangan hakim dalam memutus 
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perkara serta praktik sosial pengangkatan anak di 

masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan 

hukum yang digunakan untuk mendukung dan 

menjelaskan data primer, yang terdiri atas: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang 

bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan Penetapan 

Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer, antara lain:  

a) Literatur atau buku-buku yang membahas 

hukum perlindungan anak dan pengangkatan 

anak;  

b) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya tulis 

akademik terkait penerapan asas kepentingan 

terbaik bagi anak;  
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c) Hasil penelitian terdahulu yang relevan.  

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta 

sumber resmi dari lembaga peradilan atau instansi 

pemerintah.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen (Document Study) 

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah bahan 

hukum yang relevan dengan permasalahan 

penelitian, baik berupa peraturan perundang-

undangan, literatur hukum, maupun putusan 

pengadilan. Dalam penelitian ini, studi dokumen 

difokuskan pada analisis terhadap Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta 

Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp. Analisis dilakukan terhadap 

isi penetapan, meliputi duduk perkara, alat bukti 

yang diajukan, serta pertimbangan hukum hakim 

(ratio decidendi), guna memahami penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik. 
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b. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

primer secara langsung dari narasumber, yaitu 

hakim Pengadilan Negeri yang memutus penetapan 

serta masyarakat lokal yang mengetahui praktik 

pengangkatan anak. Wawancara dilakukan secara 

semi-terstruktur untuk menggali informasi 

mengenai pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara serta praktik sosial pengangkatan anak di 

masyarakat. Data hasil wawancara ini digunakan 

untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil 

analisis dokumen, sehingga diperoleh gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas 

kepentingan terbaik bagi anak. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan 

menganalisis data secara deskriptif-analitis. Data yang 

diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dianalisis 

dengan cara mengelompokkan, mengkaji, serta 

menginterpretasikan data berdasarkan permasalahan yang 

diteliti. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara 

norma hukum yang berlaku (das sollen), khususnya yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
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tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak, dengan praktik penerapannya di lapangan (das 

sein) yang diperoleh melalui analisis penetapan 

pengadilan dan hasil wawancara. Selanjutnya, data 

tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi 

hukum untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim 

dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. 

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna 

memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai 

penerapan asas tersebut dalam praktik pengangkatan 

anak. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan merujuk pada pedoman 

penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri 

dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang 

yang menguraikan kesenjangan antara norma hukum (das 

sollen) dan praktik (das sein) dalam penerapan asas 

kepentingan terbaik anak, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, 
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metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai 

gambaran umum alur penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka 

Teoretis: Bab ini memuat landasan teori yang digunakan 

sebagai pisau analisis, yaitu teori pembuktian, teori 

keadilan, dan teori perlindungan hukum, serta menguraikan 

konsep asas kepentingan terbaik anak dalam hukum 

Indonesia dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

dasar pembanding dan penguatan analisis penelitian. 

Bab III Gambaran Umum dan Temuan Empiris 

Penelitian: Bab ini menguraikan objek penelitian berupa 

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp pada Pengadilan 

Negeri Semarapura, yang meliputi identitas para pihak, 

latar belakang permohonan, proses pengajuan, duduk 

perkara, proses pembuktian, serta fakta hukum yang 

terungkap di persidangan, sekaligus menyajikan hasil 

wawancara dengan hakim dan pihak terkait guna 

menggambarkan praktik penerapan hukum dalam 

pengangkatan anak secara empiris. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini 

merupakan bagian inti penelitian yang menganalisis 

penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam Penetapan 

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp dengan menelaah upaya 

hakim dalam menilai aspek ekonomi dan psikologis dalam 
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pembuktian, kesesuaian antara pembuktian dan 

pertimbangan hakim, serta dianalisis menggunakan teori 

keadilan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah 

mencerminkan perlindungan optimal bagi anak. 

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis 

penelitian serta saran yang ditujukan kepada hakim, 

lembaga peradilan, dan pihak terkait guna meningkatkan 

kualitas penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam 

praktik pengangkatan anak di Indonesia.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya Hakim dalam Mencari Asas Kepentingan 

Terbaik Anak. Hakim dalam Penetapan Nomor 

80/Pdt.P/2024/PN Srp menilai kepentingan terbaik 

anak pada aspek ekonomi melalui surat keterangan 

penghasilan dan keterangan saksi, serta pada aspek 

psikologis melalui keterangan para pemohon dan surat 

keterangan sehat jasmani-rohani, yang diperkuat oleh 

jaringan sosial-kekerabatan dan legitimasi upacara 

adat paperasan. Namun, upaya ini memiliki 

keterbatasan substantif: penilaian ekonomi bersifat 

sesaat tanpa proyeksi jangka panjang pascapensiun, 

dan penilaian psikologis tidak melibatkan asesmen ahli 

psikolog anak, sehingga terdapat kesenjangan antara 

konklusi hakim dan kedalaman pembuktian yang 

mendasarinya. 

2. Analisis Teori Keadilan terhadap Upaya Hakim. 

Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, upaya hakim 

belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebebasan setara 

karena anak tidak memiliki representasi independen 
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dalam persidangan, dan belum sepenuhnya memenuhi 

prinsip perbedaan karena standar pembuktian yang 

diterapkan belum optimal melindungi kepentingan 

jangka panjang anak sebagai pihak paling rentan. Dari 

perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. 

Hadjon, hakim telah menjalankan fungsi perlindungan 

represif melalui pengesahan yuridis, tetapi fungsi 

preventif belum optimal karena tidak disertai 

pemastian proaktif atas seluruh kondisi kepentingan 

terbaik anak sebelum penetapan diterbitkan. 

B. Saran 

1. Kekurangan Penulisan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

perlu diakui. Pertama, data wawancara yang diperoleh 

hanya bersumber dari satu hakim dan satu narasumber 

masyarakat, sehingga perspektif yang tersaji belum 

sepenuhnya representatif. Diperlukan triangulasi data 

yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak hakim 

dari berbagai pengadilan yang pernah menangani 

perkara serupa. Kedua, penelitian ini tidak dapat 

mengakses catatan medis atau data psikologis para 

pemohon secara langsung, sehingga penilaian atas 

dimensi kesehatan dan psikologis sebagian besar 

bersifat analitis-normatif. Ketiga, belum terdapat 
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kajian komparatif yang memadai dengan praktik 

peradilan pengangkatan anak oleh pra-lansia di negara-

negara lain sebagai standar pembanding. Keempat, 

penelitian ini tidak mengkaji dampak jangka panjang 

atas tumbuh kembang anak yang telah diangkat, karena 

keterbatasan waktu penelitian. 

2. Saran Terkait Putusan dan Kepastian Hukum 

Bertolak dari kesenjangan yang ditemukan dalam 

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, saran berikut 

difokuskan pada upaya memperkuat kepastian hukum 

dan kejelasan tanggung jawab kelembagaan dalam 

perlindungan anak pada perkara pengangkatan anak 

oleh pemohon pra-lansia: 

1) Kepastian hukum. Diperlukan pembaruan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

yang secara tegas mewajibkan asesmen 

psikologis profesional dan proyeksi ekonomi 

jangka panjang sebagai syarat formil 

pembuktian dalam perkara pengangkatan anak 

oleh pemohon pra-lansia, sehingga tidak lagi 

bergantung pada surat keterangan administratif 

semata dan tidak menimbulkan disparitas 

pertimbangan antarpengadilan. 
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2) Peran negara dalam perlindungan hukum. 

Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah 

perlu diberikan kewenangan dan anggaran 

yang memadai untuk melakukan pemantauan 

(home visit) secara berkala pascapenetapan, 

bukan hanya persetujuan administratif sebelum 

persidangan, agar fungsi perlindungan hukum 

preventif oleh negara benar-benar berjalan 

berkelanjutan. 

3) Kejelasan lembaga yang bertanggung jawab. 

Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman 

teknis (Surat Edaran Mahkamah Agung atau 

Peraturan Mahkamah Agung) yang 

menegaskan pembagian tanggung jawab 

pengawasan pascapengangkatan anak antara 

pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga adat 

setempat, sehingga tidak terjadi kekosongan 

pengawasan begitu penetapan pengadilan 

diterbitkan. 

4) Representasi independen bagi anak. Perlu 

diatur mekanisme wali atau kuasa hukum 

khusus bagi anak (guardian ad litem) beserta 

lembaga yang berwenang menunjuknya, agar 

kepentingan anak terwakili secara independen 

dalam persidangan permohonan pengangkatan 



129 

 

 

anak, sejalan dengan prinsip kebebasan setara 

dalam teori keadilan John Rawls. 

5) Harmonisasi adat dan hukum negara. 

Pemerintah daerah bersama Majelis Desa Adat 

perlu menyusun pedoman teknis yang 

menempatkan pengakuan upacara adat, seperti 

paperasan, sebagai bukti pendukung yang 

memperkuat, bukan menggantikan, penetapan 

pengadilan, agar kepastian hukum bagi anak 

tidak bergantung semata pada legitimasi adat 

yang bersifat informal. 
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